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ABSTRACT

A child is a descendant; a child is also interpreted as a human being who is still
small, In addition, in essence a child is a person who is in a certain period of
development and has the potential to become an adult. A child who is in conflict
with the law can also be said to be a child who is forced to conflict with the criminal
court system. Indecent acts as explained in Article 390 of the Drafi Criminal Code
which is taken from Article 289 of the Criminal Code are in the environment of
sexual lust. Sexual harassment of children is included in the series of moral crimes,
while the crime itself is an act that is prohibited by law while morality is about good
customs in relations between various members of society but specifically those that
more or less concern the genitals (sexual) of a human being. This research was
descriptive analysis, namely describing the applicable laws and regulations related
1o legal theories and practices of implementing positive law concerning the
problems that have been formulated. The form of the method of this thesis writing
research was a normative legal approach method, namely that in this study only
library materials or secondary data were studied, which may include primary,
secondary, and tertiary legal materials. Based on the position of the case and
decision number 4/ Pid.Sus / 2024/ PN.Tbt above, the Application of Criminal Law
by the judge as a consideration in deciding the crime of indecent assault in Decision
Number 4 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tbt committed by a child looks at the Public
Prosecutor's Indictment, Public Prosecutor's Demands, witness statements, expert
statements, defendant statements and evidence. The application of criminal law
related to the main punishment is again seen as a fair punishment for children. The
basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence for the crime of
child molestation in the verdict case Number: 4/Pid. Sus-Anak/2024/PN. Tbt is based
on the elements in the Child Protection Law. The defendant has also been proven
legally and convincingly to have fulfilled the elements contained in Article 81
paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child
Protection in conjunction with Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of
I GNe_35 of 2014 concerning Amendmenis to Law of the Republic of
Hablony of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article
\ke-1 of the Criminal Code).

ation, child, judge’s consideration, verdict, criminalization




[image: image2.png]





ABSTRAK

Anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.  Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normative yakni ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt diatas  Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt  yang dilakukan oleh anak melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Penerapan pidana yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
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